
BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR OfiTAHUN 2014 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA E S A 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal guna 
mendukung pembangunan per lu d ic iptakan suatu kondis i 
yang menjamin kepastian h u k u m , kemudahan pelayanan 
dan periz inan kepada para penanam modal ; 

bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 176 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah junc to Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insenti f dan 
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal d i Daerah, 
d iper lukan landasan yur id is sebagai pedoman pemberian 
insent i f dan kemudahan penanaman modal kepada 
masyarakat dan/atau penanam modal di daerahdalam 
rangka meningkatkan perekonomian daerah; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di 
Kabupaten Lampung T imur . 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lampung T i m u r (Lembaran Negara 
Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3452; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana 
telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2006 
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4661); 

Menimbang : a. 



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro , Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publ ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah dua ka l i terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5589); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Jangka 
Wak tu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 13,Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nom.or 3515); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor3718); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak L ingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
20 Tahun 1994 Tentang Pemil ikan Saham Dalam Perusahaan 
yang D id i r ikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4162); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor4737); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pemberian Insent i f dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal d i Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2009 tentang Kawasan Indus t r i (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana 
telah d iubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
117 T a h u n l 9 9 9 ; 

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor75 Tahun 
1995 tentang Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing 
Pendatang; 

20. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor 
Perwakilan Perusahaan Asing; 

2 1 . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 
2007 Tentang Kriter ia dan Persyaratan Penyusunan Bidang 
Usaha Yang Ter tutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
dengan Persyaratan d i Bidang Penanaman Modal; 



22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu P intu d i Bidang 
Penanaman Modal; 

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Ter tutup dan 
Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan d i Bidang 
Penanaman Modal; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta 
Barang dan Bahan u n t u k Pembangunan atau 
Pengembangan Indus t r i Dalam Rangka Penanaman Modal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insenti f dan 
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal d i Daerah; 

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 
Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu d i 
B idang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 507); 

27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 508); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung T imur Nomor 04 
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Lampung T imur . 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

dan 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung T imur . 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemer intahan daerah. 



3. Bupat i adalah Bupat i Lampung T imur . 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwaki lan rakyat daerah sebagai unsu r penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u rusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menuru t asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan pr ins ip otonomi seluas-luasnya dalam system dan pr ins ip Negara 
Kesatuan Republ ik Indonesia sebagaimana d imaksud da lam Undang-Undang 
Dasar Negara Republ ik Indonesia Tahun 1945. 

6. Badan adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu P intu dan Penanaman Modal 
(BPTSPPM) Kabupaten Lampung T imur . 

7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM,adalah 
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang 
penanaman modal , yang d ip imp in oleh seorang kepala yang berada d i bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 
penanam modal dalam negeri m a u p u n penanam modal as ing ,untuk melakukan 
usaha d i wi layah negara Republik Indonesia. 

9. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah 
kegiatan menanam modal u n t u k me lakukan usaha d i wi layah negara Republik 
Indonesia yang d i l akukan oleh penanam modal da lam negeri dengan 
menggunakan modal da lam negeri. 

10. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan 
menanam modal u n t u k me lakukan usaha di wi layah negara Republik Indonesia 
yang d i l akukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal 
asing sepenuhnya m a u p u n yang berpatungan dengan penanam modal dalam 
negeri. 

11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing. 

12. Pelayanan Terpadu Satu P intu, yang selanjutnya dis ingkat PTSP, adalah 
kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non periz inan yang mendapat 
pendelegasian a tau pel impahan wewenang dar i lembaga atau instansi yang 
memi l ik i kewenangan periz inan dan nonperiz inan yang proses pengelolaannya 
d imula i dar i tahap permohonan sampai dengan tahap terbi tnya dokumen yang 
d i l akukan dalam satu tempat. 

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan u n t u k me lakukan penanaman 
modal yang d ike luarkan oleh Pemerintah dan pemer intan daerah yang memi l ik i 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas f iskal, dan 
informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

15. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan 
penanaman modal ba ik yang berbadan h u k u m m a u p u n t idak berbadan h u k u m . 



16. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produks i melebihi 
kapasitas produks i yang telah d i i z inkan. 

17. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang 
disampaikan oleh penanam modal u n t u k mendapatkan persetujuan awal atas 
rencana penanaman modalnya. 

18. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah 
bentuk persetujuan awal sebagai dasar memula i rencana penanaman modal. 

19. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan 
yang d isampaikan oleh penanam modal u n t u k mendapatkan persetujuan awal 
dar i Pemerintah atas rencana perluasan penanaman modal. 

20. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal 
sebagai dasar memula i rencana perluasan penanaman modal. 

2 1 . Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang 
disampaikan oleh perusahaan u n t u k mendapatkan izin dar i pemerintah daerah 
dalam memula i kegiatan penanaman modal. 

22. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah 
izin u n t u k memula i kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat 
memperoleh fasilitas f iskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya 
memer lukan fasilitas f iskal. 

23. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang 
disampaikan oleh perusahaan u n t u k mendapatkan izin dar i Pemerintah dalam 
memula i rencana perluasan penanaman modal. 

24. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip 
Perluasan adalah izin u n t u k memula i rencana perluasan penanaman modal d i 
bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas f iskal dan dalam pelaksanaan 
penanaman modalnya memer lukan fasilitas fiskal. 

25. Permohonan Iz in Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan 
yang d isampaikan oleh perusahaan u n t u k mendapatkan izin dalam melakukan 
perubahan atas ke tentuan yang telah di tetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip 
Perluasan. 

26. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip 
Perubahan adalah iz in u n t u k me lakukan perubahan atas ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam Izin Prinsip/Iz in Prinsip Perluasan sebelumnya. 

27. Permohonan Iz in Usaha adalah permohonan yang d isampaikan oleh 
perusahaan pada saat perusahaan telah slap melaksanakan kegiatan 
produksi/operasi komersial baik produks i barang m a u p u n jasa sebagai 
pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal 
yang d im i l i k i perusahaan, kecual i d i t en tukan la in oleh peraturan perundang-
undangan sektoral. 

28. Izin Usaha adalah izin yang wajib d im i l i k i perusahaan u n t u k melaksanakan 
kegiatan produksi/operasi komersial baik produks i barang maupun jasa 
sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman 
modalnya, kecual i d i t en tukan lain oleh peraturan perundang-undangan 
sektoral. 



29. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang d isampaikan oleh 
perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan 
produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produks i melebihi 
kapasitas produks i yang telah d i i z inkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip 
Perluasan/Persetujuan Perluasan yang d im i l i k i perusahaan, kecual i d i t en tukan 
lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. 

30. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib d im i l i k i oleh perusahaan u n t u k 
melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan 
kapasitas produks i melebihi kapasitas produks i yang telah d i i z inkan, sebagai 
pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecual i 
d i t entukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. 

3 1 . Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) 
adalah permohonan yang d ia jukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan 
usaha {surviving company) setelah terjadinya merger, u n t u k melaksanakan 
kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger. 

32. PermohonanlzinUsahaPerubahanadalah permohonan yang disampaikan 
perusahaan u n t u k mendapatkan izin dalam me lakukan perubahan atas 
ketentuan yang telah di tetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan. 

33. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib d im i l i k i oleh perusahaan u n t u k 
me lakukan perubahan ketentuan yang telah d i te tapkan dalam Izin Usaha/Izin 
Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dar i perubahan yang terjadi dalam 
pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 

34. Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan 
oleh perusahaan yang memer lukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman 
modalnya. 

35. Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan kepala 
BKPM atas nama Menter i Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas 
impor mesin, barang dan bahan. 

36. Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang d isampaikan 
oleh perusahaan u n t u k dapat memanfaatkan fasilitas yang diber ikan oleh 
Pemerintah. 

37. Penerbitan usalan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan 
adalah usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak 
penghasilan yang d i t u j u k a n kepada Menteri Keuangan mela lui Direktorat 
Jenderal Pajak. 

38. Permohonan Angka Pengenal Import i r Produsen (API-P) adalah permohonan 
yang d isampaikan oleh perusahaan sebelum me lakukan pengimporan 
mesin/peralatan dan barang serta bahan. 

39. Angka Pengenal Impor t i r Produsen (APl-P) adalah angka pengenal yang 
dipergunakan sebagai iz in u n t u k memasukkan (impor) mesin/peralatan dan 
barang serta bahan u n t u k d ipergunakan sendiri da lam proses produksi 
perusahaan penanaman modal yang bersangkutan. 

40. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi 
Visa U n t u k Bekerja dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah 



permohonan yang d isampaikan oleh perusahaan u n t u k penggunaan tenaga 
kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya. 

4 1 . Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana 
j u m l a h , j aba tan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang d iper lukan 
sebagai dasar u n t u k persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan 
IMTA. 

42. Rekomendasi Visa U n t u k Bekerja adalah rekomendasi yang d iper lukan guna 
memperoleh visa u n t u k maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing. 

43. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan 
u n t u k mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing da lam j u m l a h , j abatan 
dan periode ter tentu. 

44. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang 
selanjutnya dis ingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan 
dan Non periz inan yang terintegrasi antara BKPM dengan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memi lk i kewenangan perizinan 
dan non perizinan. 

45. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai 
perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata 
cara sebagaimana yang d i tetapkan. 

BAB II 
HAK, KEWAJIBAN DAN 

TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL 

P a s a l 2 

Setiap penanam modal berhak mendapatkan: 

a. kepastian hak, h u k u m , dan per l indungan; 

b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang d i ja lankan; 

c. hak pelayanan; 

d. berbagai ben tuk fasilitas kemudahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

P a s a l 3 

Setiap penanam modal berkewajiban: 

a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui 
pelat ihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menyelenggarakan pelat ihan dan me lakukan a l ih teknologi kepada tenaga kerja 
warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi 
perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing; 

c. menerapkan pr ins ip tatakelola perusahaan yang baik; 

d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

e. menyampaikan LKPM; 



f. menghormati t rad is i budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 
penanaman modal ; 

g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. mengalokasikan dana secara bertahap u n t u k pemul ihan lokasi yang memenuhi 
standar kelayakan l ingkungan h idup bagi perusahaan yang mengusahakan 
sumberdaya a lam yang t idak te rbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Setiap penanam modal bertanggung jawab: 

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dar i sumber yang t idak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian j i k a penanam 
modal menghent ikan a tau menelantarkan kegiatan usahanya; 

c. menciptakan i k l i m usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli 
dan hal lain yang merug ikan negara; 

d. menjaga kelestarian l ingkungan h idup ; 

e. menciptakan keselamatan, kesehatan,kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; 

f. mematuh i semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

P a s a l 5 

(1) Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal d i laksanakan oleh Badan 
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung T imur . 

(2) Un tuk penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), bupat i member ikan pendelegasian wewenang 
pemberian periz inan dan non perizinan atas u rusan pemerintahan d i bidang 
penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung 
T imur kepada Kepala Badan. 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesatu 
Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha 

P a s a l 6 

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecual i bidang 
usaha atau jenis usaha yang d inyatakan t e r tu tup dan terbuka dengan 
persyaratan yang penetapannya d ia tur dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penanam modal yang akan me lakukan kegiatan penanaman modal harus 
memperhat ikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang 



usaha atau jenis usaha yang t e r tu tup dan terbuka dengan persyaratan. 

(3) Ketentuan lebih lan jut mengenai bidang usaha yang d inya takante r tu tup dan 
terbuka dengan persyaratan d ia tur kemudian dengan Peraturan Bupat i . 

Pasal 7 

(1) Penanaman modal dapat d i l akukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk 
badan h u k u m , t idak berbadan h u k u m atau usaha perseorangan, sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat 
yang ber laku u n t u k kegiatan penanaman modal yang d ike luarkan oleh Badan. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal 

Pasal 8 

(1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah: 

a. pelayanan periz inan; 

b. pelayanan non periz inan; 

(2) Jenispelayananperiz inanpenanamanmodal antara la in : 

a. pendaftaran penanaman modal ; 

b. iz in pr ins ip penanaman modal; 

c. izin pr ins ip perluasan penanaman modal; 

d. izin pr ins ip perubahan penanaman modal 

e. iz in usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan 

penanaman modal (merger) dan izin usaha perubahan; 

f. izin lokasi; 

g. Izin Mend i r ikan Bangunan (1MB); 

h . izin gangguan; 

i . Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

j . Tanda Daftar I ndus t r i (TDI). 

(3) Jenis-jenis pelayanan nonperiz inan dan kemudahan la innya, antara la in: 

a. fasilitas bea masuk atas impor mesin; 

b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 

c. usu lan u n t u k mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan; 

d. Angka Pengenal Impor t i r Produsen (API-P); 

e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 

f. Rekomendasi visa u n t u k bekerja (TA. 01); 

g. Persetujuan Mempekerjakan Tenaga kerja Asing(PMTA); 

h. Insenti f daerah; 

i . Layanan informasi dan layanan pengaduan. 



(4) Ketentuan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman 
modal sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dan ayat (3) d ia tur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupat i . 

Bagian Ketiga 

Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal 

Pasal 9 

(1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan periz inan dan non perizinan 
penanaman modal secara manua l atau melalui SPIPISE kepada Badan sesuai 
lokasi proyeknya. 

(2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel u n t u k berbagai 
perizinan dan non perizinan yang t idak berkai tan, dengan hanya 
menyampaikan satu berkas persyaratan mela lui SPIPISE; 

(3) Penanam modal yang menyampaikan permohonan mela lui SPIPISE 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formul i r 
permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat 
(wearmerking) oleh notaris , surat -surat pernyataan dan surat kuasa asli pada 
saat: 

a. Penanam modal meng i r imkan permohonan mela lui SPIPISE; a tau 

b. Penanammodal mengambi l perizinan dan nonperiz inan yang telah d i terb i tkan 
oleh PTSP. 

(4) Ketentuan lebih lan jut mengenai permohonan dan persyaratan perizinan dan 
non perizinan secara manua l dan elektronik sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d ia tur kemud ian dengan Peraturan Bupat i 

Pasal 10 

Penyelesaian periz inan dan non perizinan dalam rangka PMDN/PMA di terb i tkan 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) har i kerja sejak permohonan di ter ima dengan 
lengkap dan benar serta telah d i t empuh prosedur Izin yang d ikoordinas ikan. 

Pasal 11 

Calon penanam modal yang akan me lakukan penanaman modal dalam rangka 
PMDN atau PMA wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Bupat i 
melalui Badan. 

Pasal 12 

(1) Bupat i dapat member ikan insent i f berupa ker inganan Pajak Daerah dan atau 
Retribusi Daerah kepada calon penanam modal. 

(2) Tata cara pengajuan ker inganan sebagaimana d imaksud ayat (1) pasal in i 
d i t entukan lebih lan jut dalam Peraturan Bupat i . 

Pasal 13 

(1) Perusahaan PMDN/PMA yang w a k t u penyelesaian proyeknya akan berakhir dan 
belum berproduksi komersial , wajib mengajukan permohonan perpanjangan 
w a k t u penyelesaian proyek kepada Bupat i melalui Badan. 



(2) Permohonan sebagaimana d imaksud ayat (1) pasal in i d ia jukan 2 (dua) minggu 
sebelum w a k t u penyelesaian Proyek berakhir sesuai dengan ketentuan yang 
ber laku. 

(3) Persetujuan perpanjangan wak tu penyelesaian Proyek sebagaimana d imaksud 
dalam ayat( l ) pasal in i d ike luarkan oleh Bupat i mela lui Badan dalam bentuk 
Surat Persetujuan Perpanjangan Wak tu Penyelesaian Proyek. 

BAB V 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 14 

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal d i l akukan dengan cara : 

a. Pemantauan d i l akukan dengan cara : 
Me lakukan verif ikasi, kompl ikas i dan evaluasi data pelaksanaan penanaman 
modal u n t u k memperoleh data realisasi serta masukan bagi bagi kegiatan 
pembinaan dan pengawasan. 

b. Pembinaan d i l akukan dengan cara : 

1. Member ikan b imbingan dan penyu luhan kepada perusahaan 
PMDN/PMA yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal; 

2. Member ikan ban tuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi 
oleh perusahaan PMDN/PMA. 

c. Pengawasan d i l akukan dengan cara : 

1. Me lakukan evaluasi dan penelit ian atas laporan dan informasi tentang 
pelaksanaan penanaman modal, penyimpangan/pelanggaran oleh 
perusahaan; 

2. Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman 
modal; 

3. Men indak lan jut i atas penyimpangan/pelanggaran yang d i l akukan oleh 
perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ber laku. 

(2) Ketentuan lebih lan jut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia tur dengan 
Peraturan Bupat i . 

BAB VI 

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 15 
(1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin 

Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau 
Izian Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 
secara berkala kepada Kepala Badan. 

(2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
secara berkala sesuai ketentuan yang ber laku. 



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian LKPM sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) d ia tur dengan Peraturan Bupat i . 

BAB VII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 16 

Badan sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Iz in Prinsip Penanaman 
Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang d i terb i tkannya dapat 
mengenakan sanksi admin is t ra t i f kepada perusahaan yang: 

a. t idak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 3 dan 4; 

b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal. 

Pasal 17 

Sanksi admin is t ra t i f sebagaimana d imaksud dalam Pasal 16 d i laksanakan secara 
bertahap sebagai ber ikut : 

a. peringatan ter tul is ; 

b. pembatasan kegiatan usaha; 

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal ; a tau 

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal . 

Pasal 18 

(1) Sanksi admin is t ra t i f berupa peringatan tertul is sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 17 h u r u f a d ikenakan kepada perusahaan yang t idak melaksanakan salah 
satu kewajiban sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3. 

(2) Peringatan ter tu l is d iber ikan sebanyak 3 (tiga) ka l i b e r t u r u t - t u r u t , dengan 
tenggang w a k t u masing-masing 1 (satu) bu lan t e rh i tung sejak tanggal 
peringatan sebelumnya d i te rb i tkan. 

Pasal 19 

(1) Sanksi admin is t ra t i f berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 17 h u r u f b d ikenakan apabila dalam jangka wak tu 1 
(satu) bu lan t e rh i tung sejak d i terb i tkannya surat per ingatan tertul is yang 
ketiga, perusahaan t idak member ikan tanggapan/melaksanakan peringatan 
tertul is tersebut. 

(2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi 
perusahaan yang memi l ik i d i beberapa lokasi; 

b. pembatasan kapasitas produks i . 

(3) Dalam hal perusahaan telah me lakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat 
mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada 
Badan dan dalam jangka w a k t u 5 (lima) har i kerja setelah d i l akukan BAP, 
Badan menerb i tkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha. 



Pasal 20 

(1) Sanksi admin is t ra t i f berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 
penanaman modal d ikenakan apabila dalam jangka w a k t u l (satu) bu lan 
te rh i tung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1), perusahaan t idak member ikan tanggapan/melaksanakan 
sanksi pembatasan kegiatan usaha. 

(2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa: 

a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha; 

b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang 
memi l ik i beberapa bidang usaha; 

c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diber ikan kepada 
perusahaan. 

(3) Dalam hal perusahaan telah me lakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat 
mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau 
fasilitas penanaman modal kepada Badan dan dalam jangka w a k t u 5 (lima) har i 
kerja setelah d i l akukan BAP menerbi tkan pembatalan pembekuan kegiatan 
usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

(4) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus d iber i tahukan kepada BKPM. 

Pasal 21 

(1) Sanksi admin is t ra t i f berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 
penanaman modal sebagaimana d imaksud dalam Pasal 17 h u r u f d d ikenakan 
kepada perusahaan yang: 

a) .t idak member ikan tanggapan tertul is tentang upaya perbaikan dalam jangka 
w a k t u 1 (satu) bu lan te rh i tung sejak d i terb i tkannya surat pembekuan 
kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 17 h u r u f c; 

b) .melakukan pelanggarandantelah mendapatkan pu tusan pengadilan yang 
mempunya i kekuatan h u k u m tetap. 

(2) Badan menerbi tkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 
penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip 
Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha; 

(3) Pencabutankegiatanusahadan/ataufasi l i tas penanaman modal sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) harus d iber i tahukan kepada BKPM. 

BAB VII I 
PENYIDIKAN 

Pasal 22 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil ter tentu d i l ingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik u n t u k me lakukan penyidikan t indak 
pidana dib idang Retr ibusi , sebagaimana d imaksud dalam Undang-Undang 
H u k u m Acara Pidana. 



(2) Penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 
sipil t e r tentu d i l ingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari , mengumpulkan,dan menelit i keterangan atau laporan 
berkenaan dengan t indak pidana di bidang Retr ibusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. menelit i , mencar i , dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pr ibadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang d i l akukan sehubungan 
dengan t indak pidana Retribusi ; 

c. meminta keterangan dan bahan b u k t i dar i orang pr ibadi atau Badan 
sehubungan dengan t indak pidana di bidang Retr ibusi ; 

d. memeriksa b u k u , catatan, dan dokumen la in berkenaan dengan t indak 
pidana d i b idang Retr ibusi ; 

e. me lakukan penggeledahan u n t u k mendapatkan bahan b u k t i pembukuan , 
pencatatan, dan dokumen la in , serta me lakukan penyitaan terhadap bahan 
b u k t i tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahl i dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
t indak pidana di bidang Retr ibusi ; 

g. menyuruh berhent i dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan t indak pidana Retribusi ; 
i . memanggil orang u n t u k didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka a tau saksi; 
j . menghent ikan penyid ikan; dan/atau 
k. me lakukan t indakan la in yang per lu u n t u k kelancaran penyidikan t indak 

pidana di b idang Retr ibusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) member i tahukan d imula inya 
penyidikan dan menyampaikan hasi l penyidikannya kepada Penuntut U m u m 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang d ia tur dalam Undang-Undang H u k u m Acara Pidana. 

BAB IX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 23 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah 
in i , d ipidana dengan pidana ku rungan pal ing lama 6 (enam) bu lan atau denda 
pal ing banyak Rp 50.000.000,00 (lima p u l u h j u t a rupiah) . 

(2) T indak pidana sebagaimana d imaksud dalam ayat( l ) adalah pelanggaran. 



BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Hal-hal yang be lum c u k u p d ia tur dalam Peraturan Daerah in i sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan d ia tur lebih lan jut oleh Bupat i . 

Pasal 25 

Peraturan Daerah in i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan pengundangan Peraturan 
Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
t imur . 

Ditetapkan d i Sukadana 
pada tanggal 2014 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Diundangkan d i Sukadana 
pada tanggal 2014 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

I WAYAN SUTARJA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 

NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG : 8/LTM/2014 



\ 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR TAHUN 2014 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL 
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

I. UMUM 

U n t u k mewujudkan masyarakat adi l dan m a k m u r berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 per lu d i laksanakan 
pembangunan eknomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan 
demokrasi ekonomi u n t u k mencapai tu juan bernegara. 

Investasi merupakan motor penggerak roda pembangunan. Tanpa dukungan 
investasi yang memadai , pembangunan suatu negara t idak akan berjalan dengan 
baik. Bahkan, hasi l pembangunan dapat negatif yang d i ind ikas ikan dar i t ingginya 
t ingkat kemisk inan, ket impangan, dan pengangguran. Bagi Daerah Kabupaten 
Lampung T Imur , investasi dewasa in i juga sangat d i b u t u h k a n terutama u n t u k 
mendongkrak kinerja ekonomi pasca kr is is yang berkepanjangan. Namun demikian, 
i k l im investasi d i daerah i n i be lum dapat menjadi daya ta r ik para investor u n t u k 
menanamkan modalnya d i Kabupaten Lampung T imur . Salah satu penyebab 
buruknya i k l i m investasi tersebut adalah faktor administrat i f , yakn i kebi jakan 
yang terkait dengan proses peri j inan di bidang investasi. Penataan pada aspek 
adminis t rat i f dar i investasi d i daerah in i per lu segera dibenahi , karena kinerja 
pelayanan investasi d i daerah akan mempengaruhi kiner ja investasi nasional 
secara kese luruhan. 

Sesuai dengan amanat yang t e rcantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVl/MPR/1998 tentang Polit ik Ekonomi dalam 
rangka Demokrasi Ekonomi , kebi jakan penanaman modal selayaknya selalu 
mendasari ekonomi kerakyatan yang mel ibatkan pengembangan bagi usaha mikro , 
kecil, menengah, dan koperasi. 

U n t u k mempercepat pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung T imur d iper lukan 
peningkatan penanaman modal u n t u k mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan 
ekonomi r i i l dengan menggunakan modal yang berasal, baik dar i dalam negeri 
m a u p u n dar i luar negeri ;bahwadalam menghadapi perubahan perekonomian global 
dan ke ikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional per lu 
d ic iptakan i k l i m penanaman modal yang kondusif , promotif , member ikan kepastian 
h u k u m , keadi lan, dan efisien dengan tetap memperhat ikan kepentingan ekonomi 
nasional. 



I I . PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 

Pasal 2 
Cukup Jelas. 

Pasal 3 
Cukup Jelas. 

Pasal 4 
Cukup Jelas. 

Pasal 5 
Cukup Jelas. 

Pasal 6 
Cukup Jelas. 

Pasal 7 
Cukup Jelas. 

Pasal 8 
Cukup Jelas. 

Pasal 9 
Cukup Jelas. 

Pasal 10 
Cukup Jelas. 

Pasal 11 
Cukup Jelas. 

Pasal 12 
Cukup Jelas. 

Pasal 13 
Cukup Jelas. 

Pasal 14 
Cukup Jelas. 

Pasal 15 
C u k u p Jelas. 

Pasal 16 
Cukup Jelas. 

Pasal 17 
Cukup Jelas. 

Pasal 18 
Cukup Jelas. 

Pasal 19 
Cukup Jelas. 

Pasal 20 
Cukup Jelas. 

Pasal 21 
Cukup Jelas. 

Pasal 22 
Cukup Jelas. 

Pasal 23 
Cukup Jelas. 



Pasal 24 
Cukup Jelas. 

Pasal 25 
Cukup Jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 


